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Pada hari ini, Kamis tanggal 19 bulan Agustus tahun 2021, yang bertanda tangan dibawah
Ir. Endang Camsudin, M.Si (Kabid Tata Lingkungan Dinas LH Provinsi Kalsel)

H. Wibawa Agung Subrata, ST, MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong)

Faisal Amir, S.Sit (Kepala Sub Bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kewilayahan
Bappeda Prov. Kalsel)

Rahmatullah, ST, MT (Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang Provinsi Kalimantan Selatan)

Prof. Dr. Ir. Mijani Rahman, M.Si (Tenaga Ahli / Akademisi)

Dr. Ir. Hamdani, MS. (Tenaga Ahli / Akademisi)
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Telah melaksanakan rapat dalam rangka validasi KLHS RTRW Kabupaten Tabalong dengan
hasil sebagai berikut :

A. Masukan Umum :
1. Laporan KLHS RTRW Kabupaten Tabalong secara umum telah sesuai dengan PP No.

46 Tahun 2016 dan Permen LHK No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 dan
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, namun perlu
disempurnakan sebagaimana masukan narasumber secara lisan dan tulisan
sebagaimana terlampir;

2. Laporan KLHS RTRW Kabupaten Tabalong agar disempurnakan yakni meliputi
perbaikan administrasi, seperti:
¢ Dokumen penjaminan kualitas (KAK dan Surat Penugasan belum ada);
e Laporan KLHS;
e Seluruh redaksional yang perlu diperbaiki (laporan teknis, peta, legenda peta,

judul tabel, judul gambar, footer laporan);
e Kekurangan kelengkapan administrasi sesuai check list

B. Masukan Teknis

Perbaikan dan penguatan aspek substansi teknis dan strategis, antara lain:
1. Menyampaikan kondisi sebelumnya dan aspek-aspek yang berubah pada ringkasan.
2. Mengaitkan dengan kondisi vegetasi (tutupan lahan) di wilayah Kabupaten Tabalong.

3. KRP yang di usulkan/dirumuskan sebaiknya disertai dengan segmentasi lokasi/wilayah
dan waktu pelaksanaan.

4. Mengalokasikan wilayah untuk pengembangan pertanian yang didukung oleh
kesesuaian lahan dan ketersediaan sarana dan prasarana.
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Memperhatikan isu kehati untuk dijadikan sebagai program pengembangan ke depan.

6. Memperbaiki Tujuan menjadi lebih fokus pada tujuan penataan ruang wilayah, yaitu
ruang seperti apa yang diharapkan terwujud, tidak sekedar rencana pembangunan atau
penghasil sda yang sudah ada.



7.

8.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Menjelaskan lebih lanjut mengenai pengahasil energi berkelanjutan yang tercantum
pada tujuan.

Menjelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan wilayah sungai mengingat adanya sub-
sub DAS sungai provinsi tetangga, serta memperbaiki pembagian kewenangan
pendayagunaan air permukaan sub-sub DAS yang ada, dan menjelaskan dasar
pembagian kewenangan Daerah Irigasi/Daerah Irigasi Rawa.

Menggunakan Pengumuman Presiden Joko Widodo terkait keputusan pemerintah untuk
memindahkan Ibu kota Negara ke Kalimantan Timur pada Pidato kenegaraan tanggal 26
Agustus 2019 dimana Rencana Pemindahan Ibu kota negara juga telah dimasukkan ke
dalam RPJMN 2020 - 2024 yang disahkan melalui Perpres no 18 Tahun 2020 sebagai
dasar hukum yang menguatkan IKN beserta pengembangan Kawasan pendukung IKN
salah satunya rencana Kabupaten Tabalong sebagai City Transit menuju IKN baru di
Kalimantan Timur.

Memperhatikan kembali penggunaan kata “Revisi” pada laporan induk.

Menyajikan perumusan alternatif menjadi lebih sederhana agar publik lebih mudah
untuk memahaminya.

Melengkapi administrasi yang masih belum ada yakni KAK dan surat penugasan.
Mengkaji lebih lanjut terkait kejadian banjir yang terjadi di daerah Kabupaten Tabalong.
Menambahkan kajian mengenai kawasan lindung dan hidrologi gambut pada laporan.

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) KLHS bahwa penerbitan Persetujuan
Validasi selama 20 (dua puluh) hari kerja) setelah dokumen perbaikan KLHS RTRW
diterima oleh Sekretariat KLHS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya disertai lampiran masukan
narasumber dan daftar hadir yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini serta
disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 19 Agustus 2021
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